a.

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
_ : NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
bersama Gubernur Sulawesi Barat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-7090 Tahun 2013 tentang
Evaluasi Rarcangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanjo
Daerah Tahun Anggaran 2012; :
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b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3569};

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan I.embaran Negara Republik Indenesia Nomor 3688;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

5. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang - Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );

7. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tzahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4422 );

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ientang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nowmor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Nomar 4844;

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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13

20.

21

22

Peraturan  Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 teniang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomior 4574);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuvangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

24 Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
< 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311)

26. Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat
(Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Barat nomor 6 Tambahan | embaran Daerah Provinsi Sulawesi Rarat Nomor 30

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BRELANJA DAERAY TAHUN
ANGGARAN 2013 y '
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Pasal 1

an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

PENDAPATAN
a. Semula Rp. 1,090,245,635,136.82
b. Berkurang Rp. 95,521,844.00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1,090,150,113,292.82
BELANJA
= a. Semula Rp. 1,143,812,902,644.75
~ b. Bertambah Rp. 45,718,081,711.15
3 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1,189,530,984,355.90
Defisit Setelah Perubahan Rp. -99,380,871,063.08
PEMBIAYAAN
a. Penerimaan
1. Semula Bp. /& $5,567.267,507.93
2. Bertambah Rp. 45,813,603,555.15
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 101,380,871,063.08
b. Pengeluaran Rp. 2,000,000,000.00
_ SILPA Rp. C.00
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Pasal 2

ndapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal | ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.
'b. Dana Perimbangan Rp.
(<} Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.

dapat Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

Yana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi H=zil Bukan Pajak ‘ Rp.
Dana Alokasi Umum Rp.

Dana Alokasi Khusus Rp.

IDana Hibah dari Pemerintah (WISAMP 2) Rp.
Pendapatan Hibah (Sumbangan Pihalk 1IT) Rp.
IDana Penyusuaian dan Otonomi Khusus (Dana BOGS) Rp.
Dana Penyesaaian dan Otonomi Khusus Rp.
DBantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda lainnya Rp.
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Pajak Dacrah Scjumiah : Rp.
‘Retribusi Daerah Sejumlah Rp.

:. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dlplsahkan m . lip
3 &am—]am Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah LRp

L iin - lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

164,465,880,223.73
769,834,364,069.09
155,849,869,000.00

125,322,489,850.73
3,029,000,000.00
2,039,007,483.00
134,075,382,890.00

Z7 . 51T T 069,00
685.497.592.000,00
47.017.000.000,00

1,362,225,000.00
1.534,000,000:00
152,367,660,000.00
585,984,000.00
0.00



Pasal 3

). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayal (2) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.
b. Belanja Langsung sejumlah Rp.

. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

Pengeluaran Sejumlah
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a. Belanja Pegawai sejumlah - Rp.

b. Belanja Bunga sejumlah Rp.

- ¢. Belanja Subsidi sejumlah Rp.
d. Belanja Hibah sejumlah Rp.
€. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/kabupaten sejumlah Rp.

£. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huraf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.
Belanja Barang dan Jasa sejumlah : Rp.
Belanja Modal sejumlah Rp.

. Pasal 4
unbiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
Penerimaan Sejumlah Rp.
Rp.

456,523.,373,434.52
733,007,610,921.38

205.523.025.400,59

168.053.600.000,00
153.000.000,00
51.542.263.893,93
30.251.484.140,00
1.000.000.000,00

37.506.634.724,00
467.310.102.585,78
228.190.873.611,60

101,380,871,063.08
2.,000,000,000.00



). Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

P a. SILPA Tahun Sebelumnya sejumlah Rp. 101,380,871,063.08
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0.00
=5 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 0.00
il Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 0.00
e, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0.00
if. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah Rp. 0.00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayan:

Pembentukan Dana Cadangan Bp. 0.00

Penyertaan Modal Sejumlah Rp. 2.000,000,000.00

Pembayaran Pokok Utang Sejumlah Rp. 0.00

Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. . 000
Pasal 5

i lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagixflana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
kan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

".I* I : Ringkasan APBD;
APIRAN 11 : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi ;
IAN [T 2 Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

v ; Rekapitulasi Belanja menurdt urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan:
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PIRAN V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

MPIRAN VI 5 Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
MPIRAN VII 2 Daftar Piutang Daerah;
PIRAN VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
AMPIRAN IX : Daftar perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
APIRAN X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
AMPIRAN XI : Daftar kqgi_atan—keﬁatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

MPIRAN XII : Daftar dana cadangan daerah, dan

AMPIRAN XIII . Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6
srnur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan

Pasal 7 °

uran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

\eliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
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